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ABSTRACT 
Background: The targets to reach decressing Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). The 
government and district has the important role. especially nationally policies implementation. Objective: Thi.s study aimed 
to analyze policies issued by North Sulawesi Province in efforts to decrease MMR and /MR. because the SDK/ data in 
2002-2003 shows that MMR in North Sulawesi Province are 192 per 100.000 mortal birth and IMR 28 per 1000 mortal 
birth, is lower than enough in comparasion to other provinces. Method: It was a descriptive st·1dy that retrospectively 
analyzed policies issued in the past and are still in use The researches are qualitative and quantitative. QualitatiVe method 
developed by direct mterview to get the information about policies issued by the District Governments that have a direct 
association to decrease the MMR and /MR. Quanttlallve method used to get data that support the qualttai/Ve method. 
The researches samples taken purposively in 5 D1stnct in North Sulawesi Province. Result: In five research D1strict North 
Sulawesi Provmce, there are 2 District that have not yet issued the health polictes that supportmg the decrease of MMR 
and /MR. that ts North Minahasa and Tomohon, which is the developments District Government of North Mmahasa and 
South Minahasa. And the three other Districts have issued the policies in Decision Letter of MaJor about Mothercare 
Program started smce 1997/ 1998. Generally, all of 5 researches District Government in North Sulawest Province have not 
yet develop Making Pregnancy Safer (MPS) Strategy. Conclusion: In order to accelerate decreasing the MMR and IMR 
is needed not only the budget allocation between district government and national government, but also Memorandum of 
Understanding (MOU) between district government and legislative so the program will be continuoLJsly. 
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PENDAHULUAN 
lmplementasi kebijakan Otonomi Daerah 
memperlihatkan bahwa tujuan dan sasaran Otonomi 
Daerah belum sepenuhnya tercapai (Sumaryadi 
Nyoman, 2005). Makna otonomi dibatasi dengan 
penyeraha n diskresi dan kewenangan kepada 
organisasi birokrasi pemerintah daerah , baik 
provmsi sebagai daerah otonom terbatas dan 
wilayah administratif maupun kabupaten/kota 
sebagai daerah otonom murni (Sumaryadi Nyoman, 
2005). Desentralisasi juga menyebabkan perubahan 
mendasar dalam tatanan pemerintahan, ya1tu dalam 
peran dan fungsi birokrasi mulai dari tingkat pusat 
sampai ke daerah. (PP Rl, 2004-2009) 
Desentralisasi bidang kesehatan mempunyai 
tujuan mewujudkan pembangunan nasional bidang 
kesehatan yang berlandas ka n prakarsa dan 
aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, 
menghimpun dan mengopllmalkan potens1 daerah 
untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional 
dalam mencapai Indonesia Seha 2010 (Trisnantoro L 
Dalam, 2005) Dalam pencapa1an target penurunan 
Angka Kematian lbu (AKI) dan Angka Kematian 
Bayi (AKB), pemerintah daerah mempunya1 peran 
yang sangat penting, terutama dalam 1mplementasi 
kebijakan secara nasional. Komitmen pemerintah 
dalam menurunkan AKI dan AKB telah tercermm 
dalam PP No. 7 tahun 2005 bab 28 dalam indikator 
dampak yaitu : 1) Meningkatnya umur harapan hid up 
dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun , 2) Menurunnya 
angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 
ke lahiran hidup; 3) Menurunnya angka kematian 
ibu melah irkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 
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